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BUPATI KUANTAN SINGINGI

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

Merdimbang

Mengingst

S

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESa
BUPATI KUANTAN SINGINGI,

bahwa kewsneapgan petnungutan Pajak Restoran telaly
ergtiren Daerah Kabupaten #nanlan

ditetaplean bordasarkan P
Simpgingl Neomor 3 Tahun 2011 tenlang Pajax Resoru:y, m.aka
kelentuan lebia lanjul atas Petunjuilc Pelalssna Pemungiran
Pajek Restoran diabuar lebit lanjut dengan Peraturan Buyzati;
bahws berdassrkan pertmbangan  sebagaimana ¢imaleaud
dalum hupaf g, perlu menetapkan Perafuran Bupes tentang
Petunjuk Pelalsanaan Pemungulan Pajok Restoran.
Undang-Undan:g Momor 8 ruhun 1981 tentang Hulpum Acsra
Fidana ({Lembsran Negara Repuhlik Indonesia Tuhun 1951
Nomor 76, Tarbehan Lembaran MNegara Republik Tndonesia
Nomotr 32034 : :
Undang - Undang Nomor & Talig: 1983 tenlang wetendil
Umum Tata  Cara Perpajalcati fLetobaran Negara Repulaik
indonesia  Te-un 1983 Nomor 49, Tarchanan Lemharaal
Negara, Repubiik Indenesia Nomar 3262), sebagaimana relas
dinbah beberapa kel terakhir  dengan Lndang-Undang
Nomor 16 Tahun 2000 (Lemberan Negara Republiz Indonesia
Tahun 2000 Nomor 126, Tambaban Lembaran Negara Repunlik
Indonesta Notwor 3254); ,

Undang-Undang Nomer 1% Tahun 1957 tentang Peaagihisan
Pajak dengan Surat Palksa Lembaran Negars Republlk
Indonesia Tabaiar 1997 Momor 454, Tambahan Lemb=ran
Negars Republk Indonesia Noraor 3686), sebaegammena telan
dinbah dengan Undang-Undang Nomor 2% Tahun 2000
(Lembaran Nepara Republik Indonesia Tabun 2300 Noror 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Komoe: J98Y);
Undang-Tndarg Nomer 28  Tahun 1534 tonitecig
Penvclenggarzon Negara Yang Bersin dan Belas dari Komupsi,
olusi dan Neosotisme (Lernbaran Negara Republils Tndonesia
Tahun 1399 Nomor 75, Tarnbah&n Lembaran Nepals
Repubdilk Indesesia Nomer 3831);



S

6.

1d.

Undang-Undang Nomor 59 Twhun 1999 fentang Peznbeniuzan
Kabupaten Pelolawan, Kabupaten Rokan Ifula, Mahnapaten
Rokan Hilir, Kaoupaten Sialk, Kabupeten Karimun, Kabupaien
Natuna, Kablpsaten Kusntan Singingl dan  Kota Balam
(Lembaran Negara Republile Indonesia Tahun 199% Nomor
El,Tambahan Lermbaran Negara Fepublk Incomesia Womor
3902), sebagaimana telzh Jinbah lerslhir dengan Undang
Undang Nomor &4 Tahun 1509 tentang Perubahan Ketlga 235
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 159% Tentang Pembentiatan
Kabupatenn Pelalawan, I{ah;_lpaten Rolarn Hulu, Habujiaten
Rokan Hilir, Kabuapatcn Siak, Kebupsren Karimuan, Eahupaien
Watupa, HKabupaten [Ruanlen singng dan Koia Hataro
[Leimbaran N:gai‘a. Republik Indoncsia Tehine 2008 Nomor
107 Tambahan i embaran MNegara Republile Indonesia MNOImoT
4880);

Undang-Undang Nomor, 14 Tohun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahum 002
Nomor 27, Tambahan Lembaran Nepara Republik medanesia
Namor 4 189);

Undang-Undan;; MNomos 17 Tahuo 2003 lentany Helanganl
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun S003
Momor 47, Tambahar Lembaran MNepara Repubilk Tndonesia
MNomor 4286}

Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2004 tenlang Perbendalzaraan
Negara (Lembaran Negara Republils Indonesia Tabnan 2004
Nomor .5, Tambahan Lemnbaran Negara Republic [ndenesia
Nomor 4353

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pomerilcsaan
Pengelofaan cym Tanggung Jowab Keuangan Nagars (Lembaran
Negara Republic Indogesia Tahur 2004 Nomer 66, Tambahsrn
Lermbaran MNepera Repubhk Indonesia Nomor ¢400); _
Undang-Unda:g Nomor a2 Tahwuo 2004 tentang Pamerintahan
Dacrah [Lembaran Negara Republik Indocesis  Tabus 2004

" Nomor 125, Jambaban Lembaran Negara Repuablk Indoncsia

1k

12,

Momor $437] sebagaimana telah diubah beherapa lali terakhis
dengan  Undang-Undang Normor 12 Tabun 2008  tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undung MNormaor 32 Tahus &004
tentang Pemcrintahan Daerah [Lembaran Negara Repuablk
Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembarun Negara
Republik Indencsia Nomar 4g44);

Undeng-Undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang Ferimbangsn
Keuangan anizra Pemerintah Fusat dan Pemenntahan Daeral
(Lembaran Nogara Republik [ndenesia Tahun 2004 Homor 126,
Tambahat Lernbaran Negara Republik indenesia Nomor 4438);
Undanp-Undang - Nomeor 25 Tahun 2009 weatang Pajas
Daerah dan Retribusi Duerah  (Lembaran Negara Republil
Indonesia Tabun 200% Nemer. 130, Tambahan Lembsran .
MNegara Republik Indonesia Nomor S049);

o



Menetaplkan .
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15.
-Pemnbagian  Lrasan Pemerintahann  antara Perncrintab,

LE.

2Bl

18.

19.

Undang-Undang I‘Iﬁ;m':.:'r' 12 ‘Tahun 2011 tenlan s
Pembentukan Peratran FPerundang-undangafl [Lernberan
Negara Republik Indoncsia Tahun 2011 Nomor 82, Tambalan
Lembaran Negara Repuklik indaencsia Nomar SE34];

Perahran  Peincrintah  Nomor 58 Tshun 2005 tontang
Pengelolasn Kouangan Daerah (Lembaran Negars Fepublik
Indonesin Tahuon 2005 Nomor 140, -Tambalksen Lemnbaran
Negara Republix D doriasia Nomor $573);

Peratarary  Peraermintah  Momor 38 Tahun 2007 tenrang

Pemnerintahan Daerah Propinsi -dan Femerintahan Dacrah
Kabupaten,/Kota (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tanun
2007 Womar 42, Tambaban Lembaran Negara Repahlk
Indonesia Namor 4737);

Peraluran Peme-intah Nomor 69 Tabun 200% teniang Tata Cara
Pemberian dar Pemanfastan Insentif Pernungutan  Pajad
Dgerah dan Retribusi Dasrah  (Lembaran Megard Repulbuik
Indonesia Tabua 2016 Nomor 119, Tambahan Lembarac
Negara Republik Indonesia Nomar 5161);

Feraturan Pemerintah Nomer 931 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daecrah Tailg pipungul Berdasarkan Penstaparn Kepala
Dacrah atan Cibayar Sendiri eleh Wajib Pajek (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Megsra Republik Indonesia Nomor S5179);

Peruturan Pres.den Nomor 1 Tahurn 2007 terlang Pengesahan,
Penplindangan  dan Penyebarhuasan Peraturat Perundang-
undangan;. _ '

Peraluran Daerah Nomoer 3 Tahun 2011 tentang Iajai Heslorall
{Lemharan Decrah Kahupaten Huantan Singingl Tahun 2021
Nomar 3, Tambahan Lembaran Daerah Kebupsten Eusnian
Ringingl Nomor L1} : -

LIZMUTTISKAN :

PERATURAN  BUPATI TENTANG FETUNJUK  PELAKSANA
PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN. '

_ BAB I
KE-ENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupal ini yatig dimalkeud dengan

R

Deerah adalan Kabupaten Kueran Singing,

Pemerintah Daerah adalah Pemerintan Kabupaten Eusnan Sirging,

Bupati adalah Bupati Kuantan singingl,

Ninas Pendapatan adalah Dinas Pe ndapatan Kabupaten Kuantar: Singingi.
Prjabar adalah pegawai yang d beri tugas terlent.di bidang Perpaiskan Dacrah

sagual c_lengan'Peraituran FPerundang-undangen.
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18,

19.

24.

21.

Kas Daeran adalah Kas Dacrah Kabupaten kuantan Sinpingt.

Restormp adalah fasilitas penyedia mekanan danfatau minuman dengan
dipungutbayaran, ¥ang mencaxup juga rumah makan, kafctaria, kantiso,
wariung, kolam pancing, pedagand lznlei lisma bar, fan sejenisnya termasuk jasa
boga dan kalering,

Pajak Restoran yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas pelayanan
vang dizediakan oleh Restorasn.

Permungutan adalab sualu ranghkaian Keglaran mulal dari penghimpunan data
objck dan subjele Pajak, penelapan besarnya Pajak yang lerutang sampal
kegiatan penagihan Paj al kepads walib pujak scria pengawasarl penyetoIantya;
Bndan adalsh suaty bentuk Badan Usaha yang meliputi Persercan Terbatas,
Persernan Komanditer, Perseroan Lamnya, Badan Usaha Milik Negara alan
Daerah dengen nama dan dsiam bentuk apapun, Perselutuan, Perkumpulan,
Firma, Koperasi, Yayasan atau Crrpanisasi yang sejenis, Lembaga, Bentulk Usaha
Tetap serta Bentuk Usahsa Lainnya;

 Sistem pemungutan pajak daerah adalah sistem Veng & dileenakan kepadae

wajib pajak dalam memungut dan memperhitangkan serta melaporkan pajak
Lerntang

Sistermn  selfl assesment acalal  suatn sstem dimana wajib pajok  diber
kepercayaan untuk menghilung sendird pajak yang tenitansg;

Sisiem [P atay sistern ketetapan pajak adalab: suatu sistem dimana petugas
Dinas Pendapatan akan menslapkan jumlah pgjalt terutang pada awal suatu
masa pajals dan pada akhir maesa pajk yvang hersangloutan, altan dikeluarkan
SKPR;

Surat pengukuhan sebapai wailb punguat pajas adalah sural yang diterbitkan
oleh kepala Dinas Pendapatan antuk mengukuhkan, menetapkan wajib pajak
selealious bertindak schagal pemunghlt pajuak yang dikenalan pada subjck pajal;
Sural penuniukan sebagai pemiik/ penangeunygiawab usaha wajil Pajak adalah
surnt vanp ditesbitkan oleh kepala Dinas Pendapatan artele menunjuk dan
menctspkan pemilik serta penazgunjawab usaha wajih pajai,

CEarky SPWPD adalah lgaro oeong menyebutlkan Nomor Pokok Wajib Majak

Dacrah, nama dan alamat wajib pajak selagal dentitas wajib paials

Maolklumnat adalah surat pembentabuan  sepada masyaralzat bahwa  atas
ueaha keglatan lerurang paiaks

Surat Pemberitanuan Pajak Deerah pang selanjulnya disingkat SETPD adalah
surat yang dipunaksn cleh Waiily Pajak untuk melaporkan Penghitungan dan
Pemhayaran Fajak yang tcrulany menurit Peraturan Daerah;

Sural Tagihan Pajak Daerah sclanjuinya disingkat STPD adalah surat untuk
melakoliaar tagiliaan pagmk don alou woanskesi mhninistrast herapa hungs atal
denda: : .

Tenda Bukd Pembayaran yang selanjumya disingkat THP adaiah surat yang
digunakan olch Wajlb Pajale vk melakikan pembayaran atau penyeieran
Pajule yang terutang ke Dendahara Pencrimasn/ Bendahara  Pencrimaan
FPermbantu;

Surat Tanda Sctoran vang sclanjutaya  disingkac STS adalab surat yang
digunalean Dendahara Penerimaan/Bendahara Penerimasan Pembantu unfulk
menyetor purgulan dacrah yang teruteng ke Kas Daerah atau Bank yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah;
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Sural setoran pajalk dasrah yang selanjutnya disingial gaPlr adalah sural yang
digunakan oleh wajib pajak uniek pembaysran alaa penyelaran pajak vang
serutarg ke kas daerah atau wetempar lain yang ditela algan eleh kepala daerat.

@urat keletapan oajak daerah semenfara yang selanjutnva disingkal SKPDS3

aclaialy SKED vang Ineneniu=an Lesornya pajal yany toTusang sementara untul
sualy mass pajalk, vang ditctapkan pada awal masa pajak tersebut secard

jubateroleh Dinasy Pondapatiar,

Courer ketctapan pajol dacrah TRMPUNE YAOE sclanjutnya disinglat SHPDH

adateh SERPD vang INerdmpurngaan perhimanpan pajak isratang urziile suatu
masa pajak sesusi SKPDS yangd Jiterbilkan sebelumnya dan diteraplecan secala
jebatan oleh Dinas Cendapatan;

Siirar Meletapen [ajals Daerah vang selanjulnya disingkat ]P0 adalah Sural
Wepulusarn yang reenenlikan besarnya jumlah pukol Pajak yang lerutang:
aurat Ketetapan Pajak Dacral Kurang Bayar yang sclanjutnya  disinghkat
SHPRKE adalah surac KeplUtlsan Yang menentukan besarnya jumlah poliok
pajak, jumlah kredit paiak, jumlah kelurangan pembayoran pokok pajalk,
hesarnya sankel admirissratil, den jumlah pajas yang masih hanas dibaed;
Surat Ketetapan Pajak Daeran Kurang Bavar Tamlahan yang selanjutnyva dapal
disinukat SKPDKBT adaih surat  kepubasan  yang menentukan  haniah
kelchihan membayar pajak, karena jumlah kredit pajak lebih besar dard pajuk
yang rerutang atau lidak seharnsnya (e rutang,

Surat Keletapan Pajrk Daesrah . ebih Bayar yang setanjuinya dizinplkat SKPDLE
adalab surat ketstapan pajak vang menentukan jurslah kelebiban pembayaral
pajak, karna Jumtah kredit pajak lebih besar darl pada pajalc yeng terulaing
atopu sehanusnya tidalk tereiang:

Sura. Ketetapan Pajak Deerah Mihil vang sclanjutnya disingloat SKPDN adalah
sural ketctapan pajak yang menentukan jumlak pokol pajale sama besarnya
dengan jumlah kredic pajak ai=ul pajak tidak terulang dan tidak ada-kredit
paiak;

Gurat Keputnsan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap
Gurat Pemmberlahuan Pajak Doerah, Surat Keletapan Pajak Dasrab, Swurat
Ketetapan Pajak Daerah Kurare Bayar, Surat Ketetapan Pajak Dacrah Eurang
Bayar Tambahun, Surat Keletanan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketctaparn
Pajax Daerah Nihil, atau terhadap pemomongan atau pemunguatan oleh Pihak
Ketiga vang diajukan oleh Wajin Pajak;

Surat Keputusan Pembetoias adalah sural keputusan yang membctulkan
keenlalian tudis, leesalphan [einng, dan fatan kekehiruan dalam  pencrapan
ketcntuan tertentu dalpm peraiyran prrundong-undan g perprajakan dasrah
vany terdapat dalam Surat Pomberitahuan Pojals Dacrah, Buret Ketctapan Pajals
Dacrah, Surdab Keretapan F'ajal—: Daerah Kurang Bayar, Sural Ketetapan Pajak

. Daerah Kurang Bayar Tambahan, Sueat Ketetapan Pajak Dacrah Lebih Bayar,

33,

Surat Ketetapan Pajak Dacrah Nilil, Surat Keputusan Pombetuian, atau Surat

Kepuitusan Keberolang

_ Purasan Banding adakah putusan badun poradilat pojick atas Lbanding terhadap

Surat Keputusan Reberatan yidly chisgjtleinny tolele Woiagile agul;

Pembukuan adalal suatu proses pencatatan Yong dilaloukan scoura toralir
unmalke mengumpullean data dan informasi keuangan  Fang rneliputi harta,
leewsjiban, madal, penghasilan durn Diaya, serla juenlaly heoga pereichar dun

=



penyeranan  barang alad jass, yang ditulup dengan pEryUsunan laporan

keuanpan berupa neraca dan Japoran laba rugi unluk periodeTahun Pajak = i
terseinik; ' o ;'='.;-'::;:’5_:|':-; |
Pemeriksasn adalah scrangkaian keglatano menghimpun dan mengoelah data,l'
keterangan, dan/atau bukti vang dilaksanekan sccara ohjekiif dan prt:rfesm,nﬂ}ﬁl}:.?{
il

. herdasarkan suatu slandar pemenksaan unhik menpuji kepatuhan p-emcnu:i}'_élﬁ { i

a5,

(1)
=2}

)

(4]

(1.

(2]

kewajiban perpajaokan daerah ntuk tujuan lain dalam rangla m&]aksan;ﬂcéﬁ- ~
keteniuan peraturan peryndang-undangan perpajakan daerah; SRR
Peryidikan lindak pidana dibidang norpajakan dacrah adalab serdngl-:ma;r
tindakan vang dilakukan oleh Penyidik untizk mencars &erta mengmnpgj@ﬂ : .>
bulkt yanp dengan bukli itu mernbuat lerang tinclak pidana dibidang perpajilkar i
daerah yang terjadt serta menemukan tersanglanya. o

i

S E

BAR I L D

OBJEK DAN SURJEK PAJAK : i S

Masal 2 ' i

et

Objek Pajak Restoran adalah peayanan yang disediakan oleh Restoran. . o ”-
Pelayanan yang disediakan oleh Restoran sehapnimany dimaksud pada ayat (1) - !'5 "

meliputi pelayanan penjualan malanan dan/alen minuman yang dikonsumsi
oleh pembel, batk dikonsumsi di tempit pelayanan mewpun di tempat lain. s
Termastl dalam objek pajak Restnran scbagaunans dimaksnd pada ayat [Z]

mrelipiati
a. Restoran;

b. Fumalt makan;

e, Kaietaria;

d. Kantin;

£, Warung,

f. iedai kopi

g. Bar,;

h. Pujasera;

i, Toko Kue/bakery,
j. Jasa bopa/katering; dan

k. Keaiatan usaha lainnya yang sejenis.

Tidak termasuk obick Pajal sebapaimans dimalsu] pada avat (1) adalah
pelayanan yang disedialan oleh Restoran yang nilai perjualannya tidak mele'hihi
Bp 1.500.000,00 [sam juta lima ralus rita rupialy) per hulan.

TPasal 3

Subjek Pajsk Restoran adalah crang pribwdi abaa Bacen yang membeli makanan
dan/alau minuwman dar Reskoran. :
Wajilts Pajak Restoran adalah oracg pribadi atau Badan yang mengusahalan
[lestoran.
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BEATR I
TATA CARA PENDAFTARAN DA FENDATAAN
Pasal 4

Setinp Wajib  Pajak  wajib  mendaftarkan  wsahanya kepada Pemerintah
Kabupaten dalam hal ini Ddnas Pendapatan dalam jangka waku selambat-
lambatnya 30 [tiga puluh) han sebelum dimulainya kegiatan vsahanys.

Apabils Wajib Pajak tidak melaporkan sendir: usahanys sebagaimans dimaksud

pada ayat (1), Dinas Pendapatan akan mendaftar usana Wajlb Pajak secara

jabatan. f

Penclaftaran usaba schapaimana dimaxsud pads ayat [1), dilakukan sebapgal

berikouat:

a. Penpusaha/penangaung jawal: atau kuasaoya mengambil, menpisi dan
menandatanguni  formulic sendaftaran yang disediakkan ¢leh  Dinas
Pendapatan.

b. Foronmalir pendaftarsn yang telah diisi dan ditandartangani  disampatkan
kepada Ninas Pendapatan depgan melampirkan
1. Fotocopy KTP pengusaha/penanggung jawab/ pencrima kuasa,

2. Fotocopy Surat Koterangan domisili tempat wsaha;

3. Fotocopy Alte Pendirian Perusahaan, jilea sda;

4. Gurat Kuasa apabila pengasaha/ penangzung jawab berhalangan dengan
dizertai fotocopy K1 dari pemberi kuasog dan

¢. Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Dinas Pendapatan memberikan
anca terirma pencai@ran.

Berdasarksn keterangan Wajlk Pajak dan dala yang ada pada formabir

pendaftaran, Kepala Dinas Pendapatan menerbitkan:

a. Sural Pengulkuhan sebagai Wajib Punput dengan Sistern Permnungutan Pajak
yang thkenalonn; .

b, Sural Penunjukan sebagai Pernilik/ Penanggung Jawalb usaha Wajib Pajak;

o, Karfu WPWPLY, dan

d. Maklumat.

Penvermban Surat Pengukuhzan, Sorat Penunjulan, Kartu NEWFPD dan

Maklummar Kepada peopusaha/penangmungiawab atan Kuassanys sezial denpsn

Tanda teritna pendaltaran,

Terhadap Maklumar, Wajih Psjak memasangnya pada tempat yang mudah
dilihiar oleh Penpunjunp atau e Restarisn.

EUGIRE
Sediape kepinban alan eenloe Peslboran Larness et bapetl dwin el Kb lar

Pelayenan Periginnn Terpado (NPT Rabuapolen kualon T TALETAP

Tata cara mendapatkan jein Usaha, peanbinaan, pengueasan dan P PO jan g

winn gahn Restoran dibnwah kpordinasi dan dileelola oleh Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Kusntan Singing,

Perpanjangan iwin usaha dapal diberikan  apabila penposalia Meslorao biza
menunjukan Tanda Bukt Pembayaran atan dokumen yang dipersamakan yang

" menjelaskan tidak ada lagl pajol yang terhutang ataw yang belum dilunasi,



BAB IV
TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Fasal &

Dasar pengenaan pajak Resioran adalah jumlah pembayaran atau yang scharusnya
dibavar kepada Restoran.

Pasal 7

Tarif pajak Restoran ditctapkan scbesar 10% (sepiiuh persen).

Pasal B

Besarnya Pokok Fajaic Restoran yang lerutang dibitbng dengan cara rmengalikan
tarif sehapaimana dimaksud dalemn Pasal 7 dengan dasar pengenasn pajak
sehagaimana dimaksud dalam Pasal &.

{1)

(£}

()
(4]

(5]

{e)

7

(2

{1

Pasaid

Jumlah pombayaran seperti yang dimaksud dalam Pasal &, yang menjadi dasar
penpenaan pajak haras tercantam dengan jelas pada bukt pemmbayaran, yang
hiasa disebul dengan hill, kuttansi atau [ktar pembayaran, involce atau bukt
pembayaran/ pencrimaan lainnya.

Untul: memudahkan pengawasan, Wajb Pajak  harus mengounakan
billf fakbarf kaitan si/ invoice  bulsl petnbayaran yang tetah diberi tanda alau
diperporasi cleh Dinas Pendapatan sebelumnys.

Bili/ faletur fleuitansi finvoice / bk pembayaran heras mempunyal nomos arul
yang sudab tercetak sebelumnya. -
Bentux dan format B Takosr /kuitansi! mvoice, bukti pembavaran lainnya
mimicnal memberl informasi normer bukd, ranggal pembayaran, uraian jenis
prlavanan, vang dinikmati dan jumlah wysug harus dibayar serta pajak yang
citrayar.

Sctinn Wagih Pajak herus menggunakan bill / fak tur kuitansifinveice/ buld
pombayaran yang diperpurasi terlebih dahulu olely Dinas Pendapatan.

Untuik Wajib Pajak yvanp mempunyal sisitem pembayaran/"billing”  tersendiri
deppan menggunakan kempuler untulk mencetzl bill, perporasi Wl bukan
merupakan keharmsan.

Waiih Pajalk seperti wanp  dinaksud mada avat (6], harus mengapikan
permahonan untuk tidak menggunakan bill perporasi,

Tata cara melakukan perporasi dan permohenan untuk tidak menggpunakan it

perporasi akan ditetapkan terpisah cleh Dinas Pencapatan.

Paszal 10

Pajak dihitung untuk setiap bill atau lewitansi atau faktur yang dikeluarkan oleh
penpusaha Restoran dan atas jumlah yang akan dibayar oleh tamu Restoran;

Ll



(2] Conloh perhilungan pajak adalzs sebagal berikut ¢
- Nasi putih =3 @ REp. 2000,00 Rp. 6.000,00
- Sate daging = 3 porsi @ Rp. 15,000,000 : Rp. 43.000,00
- Sop Tunjang = 3 porsii@ Rp. 20.000,00  : Rp. &0.000,00
- Teh manis =5 gelas @ Rp.  1.000,00 :Rp. 500000

- Jumlah sebelum Pajak : Rp. 116.000,00
- Pajak Restoran Rp. 116.000,- x 10 % TR, 1160000
- Jumlah yang harus dibayar » Rp, 127.600,00

(3] Yang dimaksud dengan dasar pengendan pajak scbagaimana dmmaksud pada
avat [2] pada contoh adalah “Jumlah sebelum pajak, yaitu sebesar Hp.

116, GO, 0

BAaB WV
TATA CARA PEMUNGUTAN AN MASA PAJAK
Ezpian Kesatu
Tatya Cara Pemungulan
Pa=al 11

Atas scgala usaha penyelenggaraan Restoran, Dinas Pendapalan menelapkan Tala

Cara Pemungutan Pajak dengan melode ;

a. Self Assessment Systern, Sistem inl merupalkan sisterm pemungutan pajalk yang
memberi weweshnang, Kepercayoan dan tanpsung jawab kepada Wajik Pajak
untux menghitung, memperhi;ungkan, membayar dan melaporkan sendim
hesarnya pajak yang harms dibavar; dan

b. Officizl Assessment System, Sistem ni merupakan sistem pemungutan pajak
vang membert wewenang kepada pemerintah untuk menenlukan besarnya pajak

VYATE torukarnsg
Pa=sal 12

{1] Atas usaha penyelenggarakan Restoran, Dinas Pendapatan menetaphkan Sistem

Pernungutan Pajak sebagai berikue

a. Untuk Restoran, rumah makan, Kaletaria, kantin, warmung, kedal kopi, bar,
puja sera, toko kue, jasa boga fcatering dan  kepiatan usaha lainnyva yvang
sgjenis yang mempunyai pembukuan yang baik ditetapkan dengan metoda
Sistem Self Asgesment.

. Usaha Restoran yang tempat usahanys tidak menetap, insidentil dan atan
usaha harian dapat dilakukan dengan sistem pungutan harian pajak
Restaoran dengan mengplunaksn karcis harman. '

¢. Bentuk dan besamya jumilah pungutan hanan pajak Restoran ditetaplan
oleh Kepala Dinas Pendapatan.

{2] Dinas Pendapatan akan melakukan cvaluasi secara periodik, atus penctapan
sistern pemungutan pajok ware lelah diterapkan sebelumoys kepada Weyib

Pajal.



Bag:an Kedug
Maz=a Pajak
Fasal 13

Masa . pgyjak adalah jangka waktu, yang lamanva sama dengan 1 ({satu) bulan
tabewinm.

(1]

()

3]

(4]

(5]

(1}

{2]

f3)

4]

BAR W1
TATA CARA PENYETORAN DAN PELAFORAN PAJAK
Bagian Kesatu
Tata Cars Penyctoran Untuk Wajib Pajak
Yang Menpanut Sistem Sell Assesment
Pazal 14

Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, vang disusun dari rekapitulasi
bill atau bukti pembayaren harian, ditetapkan jumlah Pajak yang telah
dipungut untuk masa atau bulan vang bersangkutan.

Jumlah pajale yang telah dipunget selama 1 {satwy) bulan disetorkan ke Kas
Daerah/Bendahara Penerima Dinas Pendapatan atau Bank yang ditunjuk,
paling lambat tanggal 15 (fima belas! bulan tlF'r].rLuI!TI}’d dengan mempergunakan
S5PD atau dokumen Jain yang dipersamalkan.

S3PD atau dokumen lan vang dipersamalkan yang sudah ditanda tangani dan
dicap tertentu oleh Kas Dacrah/Bendahara Pencrima Dinas Pendapatan atau
bank vang dilunjuk, dilampirkan pada SPTPD yanp akan dlsampatkan ke Dinas
Fendapatan sebagai laporan.

Keterlambatan penyctoran pajak, akan dikenakan denda tambahan schesar 2%
per bulan dan pokok pajak, dan maksimal keterlambatan selama 24 {dua putuhb
empat) bulan. Pengenaan denda kererlambatan akan mempergunakan STPD, -
Bentuk S5PD atau dokumen laip yang dipersamakan dan STPD akan ditetapkan
kemudian oleh Dinas Fcnn:.’apatan:

Bapian Kedua
Untulk Wank Pajak yvang Menganut Sistem SKP
Pasal 15

Berdusarkan analisa terhadap data dan hasil observasi serta wawancara dengan
Wajib Pajak, Dinas Pendapatan menerbitkan SKPD Sementara untuk suatu
masa pajak, sclama-lamanya & (enam) bulan, yanp menginformasikarn jumlah
angsuran atay cicilan pajak yang harus disetorkan dan tanggal batas waltn
Penycloran.

Jumlah angsuran pajak yang dls-n:mr diperoleh E.r:nE,:—l_!'.l membagi jumlah pajal;
yang ditetapkan dengan jumlah masa pajak yang ditetapkan.

Wajlb Pajak menyetorkan jumlah angsuran atau cicilan pejak seporti yang
ditctapkan pada ayat (1) dengan mempercunakan Surat Setaran Pajak Dracrah
(EEPD) alan dokumen [ain yang dipersamalean.

Keterlambatan penyetoran pajak, akan dikenakan denda tambahan schesar 2 %
per bulan dan polok pajak, dan mabksimal keterlambatan selama 74 fdua puluh

&



smpat] bulan, Penpenaan denda keterlambatan akan mempergunakan Surat
Tagihan Pajak Daerah STPD.

{5) 8SPD atau dokumen lain yang dipersamakan yang sudah ditanda tangam dan
dicap tertentu oleh Kas Dacrah atau bank yang ditunjuk, disamnpaikan ke Dinas
Pendapatan schags laporan.

6] Bentuk SSPD atau doekumen lain yang dipersamakan dan STFD akan ditetapkan
kermudian oleh Dinas Pendapatan.

Tata Cara Pelaporaty
Bagian Kesatu
Wajib Pajak vang Menganut Sistem Sell Assesment
Pazal 16

(1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan,yang disusun dari rekapitutasi
bill atan bukti pembayaran  harian, Wajib Pajak menyiapkan  Surat
Pemberitahuan Pajak Dasrah [SPTPD] masa/bulan.

{2 SFTFD dilampirkar dengan S5FD atau dokumen Jain yang dipersamakan yang
sudah dicap oleh Kas Daerah/Bendahara Pcnerima [hnas Pendapatan atau
Bank yang ditunjuk, disampaikan paling lambat tangeal 15 (lima belas) bulan
berikutnya. _

(3} Keterlambatan penyampsikan SPTPD, akan dikcnakan dende adranistrasi
schesar Kp. 50,000 (lirna puluh ribu rupiahk] per SPTTD.

4} Penpenaan denda keterlambatan akan ditagih melaluw Suret Tagiban Pajak
Dawrah [STPL).

[3] Benluw S5PD atau dolumen lain yang dipersamakan dan 3TPD akan
ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan.

Bagian Kedua
Wajib Pajak yang Menganut Sistem SKFP
Pazal 17 '

Wajib Pajak yang menganut sistem SKIY atau Sistem Official Asscsment bidak
diwajibkan menyampailtan 3PTPD, etapl cukup dengan menyampaikan SSPD atau
deloarmen lain yang dipersamalkan vang sudah ditanda tangani dan dicap oleh Kas
Dacrab atau Bendahara Penerima Dinas Pendapatan atau Bank yang ditunjuk.

BAE V]I
TATA CARA PENERBITAN SKPD DAN 5TPD
Tata Cara Penerbitan SKFD
Bagian Kesatu '
Wajib Pajak vang Menganut Sistem Self Assesment
Pasal 18

(1] Rinas Pendapatan dapet menelapkan besarnya pajak terutang dalam suatuo
mass pajak sesual dengan ketentuan perundang-undangan yang  dengan
mengeiuarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

[2) SKPD vang diterbitkan meliputi -

a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Sementara [ SKPDS).



b. Surat Ketetapan Pajak Daeral: Final [SKPDF).

¢. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKE].

d. Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKET).
e, Surac Ketetapan PajakDasrah Lebih Bayar (SKFDLB), dan

{. Sural Ketetapan Pajak Daerszh Nihal [SKPDN).

[2] SKPD ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan alaw Pgjabat lain yang

(1)

(2]

i)

(4]

(1}

(2]

fL)

(2}

(3

ditunjuk.

Hapian Kedue
Wajib Pajak vang Menganul Sisterm SKP
Pasal 1%

Berdasarkan SKPD Sementara, SSPD atauv dokumen fain yang dipersamakan
den pengujian atau verifikasi, Dinas Pendapatan menerbitkan SKFD Final untulk
merampungkan perhitungan pajak terutang untuk suatu masa pajak yang telah
diterbitkan SKPD Sementaranyz.

SKPD Final menetapkan jumizh pajak lerutang, jumnlah pajak yang sudah
dlibayar dan kurang/lchih bayar vang periode penctapannya meliput 1 (satn)
mmasa SKPD Sementara atau lebnh,

Apabila SKPD Final seperti yang dimaksud pada ayat (1] tidak atau kurang
dibavar setelah lewat walktu paling lama 30 {tipa pulub} hari setelah SKPD Final
diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen}
sebulan dan tagihan dengan menerbitkan STPD.

Bentuk SKPD Final akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan,

Pasal 20

P[pabi!a_ Oinas Pendapalan belum menerbitkan SKFPD Final untuk suatue masa
pajak wang telah diterbitken SKPD  Sementaranya, Wajib Pajak tetap
menggunakan SKPD Sementars tersebut dalam menctapkan dan menyetorkan
pajak Lerutang untuk masa pajak berikutnya.

Untuk kondisi schagaimana vang dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak harus
melaporkan penpgunaan SKPD Sementara tersebut kepada Dinas Pendapatan.

Bagian Ketiga
Tata Cora Penerbitan STFD
Pasal 21

Kepala Dinas Pendapatan dapal menaclntkan STRD apalala .

i, pajak dalaem tabun Berjalon Lidak alou kucong Bayae; don

b, wnjib pojak dikenalan sanksi administrasi rupa bungon atan denda.
Jumlah kekurangan pajak vang terutang dalam STPD sebagaimana dimalisud
pada ayat (1) butir a, dilambih dengan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2 % {dus perscratus) sctiap bulan paling lama 13 ({lima hbelas) bulan
sgjak saat terutangnya pajak.

STPD diserahkan kepada Wajib Pajak melalui Bidung Penagihan,



(L)

(2]

3

()

i1]

(2}

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Bapgian Kesatu
Tale Cara Pembayaran
Pasal 22

Jumlah pernbayaran seperti yang dimaksud dalam Pasal 10, yang menjadi dasar
pengenaan pajak barus tercantem dengan jelas pada bukl pembayaran, yang
biasa disebut depgan bill atau kuitansi atau faktur pembayaran, invoice atan
bukti permbayaran /penerimaan lainnya.’

Untuk memudahkan pengavasan, Wajib  pajak  harus  menggunakan
bill/ faxtur, kuitansi/invnice/bultd pernbayaran yang telah diberi tanda atau
diperforas: oleh Dinas Pendapatan sehelumnya.

Bill. lemitansi, fakror permbavoran, ioveice atau bukl pembaysran haras
mempanyal tomor urdl yang sudah rercetak sebelumnya {"prinled running
numnbert)

Beatizk dan format bill arau bukt pembaysran lainnya minimal memben
informasi nomor bulkt, tanggal pembayaran, uraian jenis pelayanan yang
dinilmati, diskon/potongan penjualan, dan jumlah yang harus dibayar secrta
pajak yvang dibayar. -

Faszal 23

Setiap Wajih Pajak harus menggunakan billffaktur yang diperforas terlelih
dahulu cleh Dinas Pendapatan.

Untuk Wgjih Pajak yang telah mempunyal sistem pembayaran, “billing” -
tersendiri dengan mengeunakan computer untuk mencetale bill, perforasi bill
hukan merupakan kehanisan. -

[3) Wajih pajak seperti yang dirmaksud pada ayat (2], harus mengajikan

Permohonan untuk tidak menggunakan ll perforasl.

(4} Tata cara melakukan perforasi dap permohonan untuk lidak menggunakan talk

(=)

()

(2]

()

perlorasi akan ditctapkan terpisah oleh Dinas Pendapatan.

Pembayaran pajak dilakukan pzda Hendahara Penerima atau lempat lain yang
ditunjuk cleh Bupati.

Dalam pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil
pencrimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 [satu] x 24 (dua
puluh empat] jum atan dalam jangka walktu fain yang ditentulan oleh Bupali.
Pembayaran pajak sebagermana dimaksud pada ayat (1} dan ayat (2] ditalulan
dengan menggunakan S3PD gty delamen Iain vang dipersamalkan, serta harus
ditalukan sekalipus ataw lunas. :

Pujak yang terutang dalam SKFD atau STPD wajib dilunasi dalam jangka waktu

paling lama 15 (lima belas) har <erja sejak tanggal diterbithan,
Dalam hal batas waktu pembavaran jatuh pada hari libur meka batas waltu
pembayaran jatuh pada bari kera berikutnyva.



Tagian Kedua
Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran
Pasal 24

(1} Kepala Dinas Pendapatan atas permobonan Waph IPajak dapat memberikan
persctujuan  kepadd Wajib Fajak untuk mengangsur pajak lerumng [atau
menunda  pembayaran  dalam kuran waklu  lertontn setelah  memenubi
persyaralan yang ditentulan, dengan dikenakan bungs sebesar 2% (dua
perseratus) setiap bulan.

(2} Tata Cara Pembayaran Angsurza dan Penundaan Pembayaran pajak terutang
dialur sebagal berikut

a.

I,

Wajth Paiak yang alkan melskukan pembayaran sccara angsuran mauplin

menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permehonan secara tertulis

kepada Kepals Dinas Pendupalan dengan disertai alasan yung jelas dan

melampirkan fotocopy SKPD atau STPD yang diajukan permohonanmnya;

Permohonan schagaimena cimaksud pada hurul 4. harus sudah diterina

[Hnas Pendapatan paling lambat 7 (tujuh) hari scbelum tanggal jatuh tempo

pembayaran yang telah ditentukan;

Permohonan scbagaimana dimaksud pada huruf s, harus melampirkan

rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan

serta alasan-alasan yang mendukung disjukannya permohonan;

Terhadap permohonan pembayaran secara angsuran malpun penundaan

pembayaran yang disetujui Kepala Dinas Fendapatan, dituanglkan dalam

Surat Keputusan Pembaysran Sccara ANZsSUran  maudplin penundasmn

pembayaran yang ditandatangani bersama oleh Kepala Dinas dan Wajib

Pajak yang bersangkutarn;

Permbayaran angsuran diberikan pahng lama untuk 10 (sepuiuh] kali

angsuran dalam jangka wakou 10 {sepuluhb) bulan terhitung sejak fanggal

surat keputiisan angsuran, kecuali ditetapkan lain cleh Kepala Dinas

herdesarkan alasan Wajilk Pajak yang dapat ditetitna

Pecnundaan pembayaran diberikan untuk paling lams 4 {empat] bulan

terhitung mulai tanggal jatuh tempn pembavaran yeng termuat dalam SKPD

dan  STPD Lkecualli ditctspkan lain oleh Kepala Dinas Pendapatan

berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterims;

Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut |

1. perhitungan  sanksi buecpa  dikenakan hanya  terhadap jumlah  sisa
LT TAN;

2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besaran sisa
pajak yang belum atan akan diangsur, dengan pokok pajak angsuran;

3 pokok pajak angsuran- adalah hasil pembagian antara jumlah pajak
terutang vang akan diangsur, dengan Jumlah bulan angsuran;

4. bunpa acdalab hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga
schesar 2% [dua persen); dan

5. besarnya jumlah yang herus dibayac tiap belan angsuran adalah pokok
pajak angsuran ditambah dengan bungs sebesar 2% [dua persen);

Terbwedng pumdaly anpsorats yallp hards dibaywr lap bulen, Gdabk dopal

dibayar dengan angsuran telapi harus dilunasi tiap bulan;
Perhitunpan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut -

14



(1}

(<}

[}

(1]

yang akan ditunda yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % {dua persen)
dengan jumlah bulan yang dilunda, dikalikan denpan seluruh jumlah
hutang pajak yang akan ditunda;

2. besarnya jumlab yang harus dibayar adalah seharuh jumlah hutaog pajak
vang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2 % [dua persen) per builan;

dan
;1 p:ﬁunda,m pembayaran harus dilunasi sekaliopus paling lambat pada saat
jatuh tempo penundaan yang lelah ditentukan dan tidak dapat diangsuar.
Terhadap wajib pajak vang telah mengajukan permohonan pembayaran
spcara  ongsuran, tidak  depat mengajukan  permobonan penundaan
pembayaran Untak sural ketotapan pajak yang sama.

1, perhitungan bungan dikerakan lerhadap seluruh jumlsh pajak torutang
]
I
I
]

BaB IX
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 25

Tahapan Pelaksanaanan penagihan pajak leritang yang tidakk ataun kurang

bayar setelah jatuh tempe pembayaran diatur sebagai berikut

a. Surat Peringatan atau Sural Teguran atau surat lain yang scjenia sebagad
awal tindakan Pelaksanpmsnan penagihan pajak dikeluarkan 7 (lujub} han
kerja sejak saat jatuh tempo pembayaran;

h. dalam jangka wakta 7 {tujuh} hari kerja sejak tanggal Surat [Peninpatan atau
Surat Teguran atau surat lain yang sefenis, Wajib Pajak haras melinasi
pajak yang terutang; dan

c. dalam jumlah pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam jangka walitu
schagaimana ditentukan dalam Surat Peringatan atan Surat Teguran atan
surat lein yeng sejenis, Kepala Dinas Pendapalan menerbitkan Surat-Paksa
setelah lewat 21 (dua puluk satu} hari kerja sgjak Surat Peringatan atau
Surat Teguran atau surat lain yang sejenis. -

Ketentuan mengenal Pelaksannanan penagiban pajak dengan Surat Paksa

sebapaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesual dengan  peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaanan penagihan pajak denpan Surat Paksa tidek mengakibatlean

penundaan Iak Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak serta mengajukan

pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan  penghapusan  atau
pengurangan sanksi adminisirasi.

Dalam hal pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waldlu 7

(tujubl) bharl setelah tanggal Surat Paksa, Kepala Dinas segera menerbilkan

Surat Perintah Melaksanaan Prnyitaan,

Fasal 26

Vonagd oy pajuk dapsa dilaloakean scloclilin daiy saclialigus tanspa teiiagge Jullds

tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) apabita -

8. Wajib Pajak atau Penanpgung Pajak akan meninggalkan Indonesia unluk
selama- lamanya;



(1]

(2}

(3}

(1]

(2]

i3]

)

(=]

h. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau
dilouasai dalam rangks menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan
atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;

c. Terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak aran Penanggung Pajak akan
membubarkan baden usahanys atau meénpgabungkan usahanya atau
memindebtangankan perusahaan yang dimiliki atau diknasainya atau
melakukan perubahan bentuk laintya;

d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negary; dan

e. Terjadi penyitaan atas barang Wajib atau Penanggung Fajak olch pihak ketiga
atay terdapat tanda-tanda kepailitan.

EAE X
TATH CARA PENYTTAAN
Pasal 27

Dalam hal jumlah pajak yang wasih harus dibayar tidak dilunasi untuk janghka
walktu 7 (tujuh] hari scjak tanggal dilerima Surat Paksa, maka Kepala Dinas
menerbitikan  Surat  Melaksanakan Penyitaan terhadap barang bergerak
darn fatau barang tidak bergerak milik Wajib Pajak atau Fenanggung Fajak.
Penyitasn dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak dengan disaksikan cleh paling
sedikit 2 {dua) orang vang telah dewasa, penduduk Indonesia, ¢dikenal oleh Jura
Sita Pajak, dan dapat dipercaya.

Setiap melaksanakan penyitaan, Juro Sita Pajak membuat berita acam
Pelaksanaanan sita yang ditandatangani aleh Jur Sia Pajak, Wajib Pajak alan
Penangoung Pajak, dan saksi- saks.

Pasal 28
Dalam hal Wajil Pajak alau Penangsung Pajak tidak hadir, penyitzan tetap
dapal dilaksanakan dengan syarat seorang saksi sebapaimana dimaksud dalam
Pasal 27 avat (2] adalah Pejabal Pemerintan Dacrah yeng berwenang di wilavah
objek pajak. '
[lalam hal penyitasn dilaksanakan tidak dihadiri oleb wajib pajak  atau
penanggung  pajak  sebagaimana dimaksud  pada ayat (4 Berita Acars
Pelaksanaanan Sita ditandatangani oleh Juru Sita Pajak Daerah dan saksi-
saksl.
Berita Acara Pelaksanaanan Sita sebapaimana dimelsud dalam Pasal 27 ayat
(3] mempunyal keluatan hukum menpikat, meskipun Wajib Pajak atau
Penanggunyg Pajak menolak menandatangani Berita Acara Pelaksanaanan Sita.
Salinan Berita Acara Pelaksanaanan Sita- depat ditempelkan pada barang
bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang disita berada, danfatan di
tempat-tempat Umum.
Atas barang vang disita dapat diternpel atau diberi segel sila memuat paling
kurang haf- hal sebagai berikut
a. kata *disita”;
b. nomer dan tanggal Berita Acara Pelaksanaanan sila; dan

" e larangan untuk memindahtangankan,memindahkan hak, meminjamkan halk

atan merubah barang yang disita,
1



Pasal 29
Penpajuan keberatan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak menpakibatkan
penundaan Pelaksanaanan penyviiasn.

Pagal 3C

(1] Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap barang milik Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak yang beracs di tempat tinggal, tempat usaha, tempat
kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannys berada di
tangan pihak lain atau yang dijsminkan ‘sebagai pelunasan 1ang tertentu yang
dapat berupa
a. barang bergerak termasuk mobi), perhiasan, usng tuna: dan deposito
betjangka, tabungan salde relkening koran, giro atau bentuk lainnya, piutang
dan penyertaan modal pada perusahaan laing dan

b, barang tidak bergerak termasuk tanah, hagunan dan kapal dengan isi
tertenta.

(2} Penyitaen terhadap barang Waiib Pajak atau Penangsung Pajak badan dapat
dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, penguriy kepala perwakilan,
kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan, di
ternpat tinggal yang hersapglutan, maupun di tempat lain.

(3] Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan {2] dilalkzanakan samprai
dengan nilai barang yang disia diperkirakan cukup uniul melunasi utang
pajak dan biaya penagihsn pajalk.

Pasal 31

Penyitaan lidak dapat dilaksanakan atau dapat dicabut dengan mencrinflan Sural

Percabutan Sita oleh Kepala Dinas Pendapatan selaku nejabal dan menyampailcan

kepada Wajil Pajak atau Penanggury Pajak oleh Jurt Sita Pajak Dacrah apabila

4. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya
penagthan pajak,

b. berdasarkan putusan pengadilan atau pubusan pengadilan pajak; dan

e, ditetapkan lain uleh Bupati.

Bal X1
TATA CARA LELANG
Prasal 32

(1) Dalam hal utang pajak darfataa biaya penagiban pajak lidak dilunasi seleiah
dilaksanakan penyitaan, maka setelah lewat 10 (sepuluh] han kerja sejak
tangeal Pelaksanaanan Surat Ferintah Melalksanakan Penyitaan, Kepala Dinas
selaku Pejabat mengajukan permintaan peretapan tanggel pelelangan kepada
Kantar Lelang Negara untuk melaksanskan penjuaian sevara lelang terhadap
barang yang disita.

(2) Barang yang disita berupa uzng tunai, deposito berjanglka, tabungan, saldo
rekening koran, girc atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu,
obligasi, saham atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal
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[2)
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(4]
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(2]

(3]

pada perusabaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lclang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

Barang yvang disita scbagaimana Jdimalesud pada ayat (2} dipunakan untuk

membayar biaya penagihan pajak dan utang pajak dengan cara

. uang tunei dizetor ke Bendahara Pencrimasn atau Banl atau tempat lain
yang ditunjuk;

b. deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro dlau bentuk lainnya
yang dipersamakan dengen itu, dipindah bukukan ke rekening Bendahara
Peperimaan atgy Bank stau tompat lain yang ditunjulk atas permintaan

' Pejabat kepada Bank yang bersangloufan;

e, obligasi, saham atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa
efck dijuai di bursa efek atas permintaan pejabat;

d.obligasi, saham atau surat berherga lainnya yang tidals diperdapanghkan di
bursa efek segera dijunl oleh pejabal;

e. piutang dibuatkan Beritg Acara Perselujuan teatang Penagihan Hok Menagih
rlari Wajib Pajak atau Penangeung Pajalc kepadas pejabar;

{ penvertzan medal pada perusahasn lain dibuatkan Akta  perschujuan
pengalihan hak menjual dar Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kepada

pejabal, -
Pasal 33

Penjualan secara lelang terhadap bareng yang disila sebagaimane dimaksud
dalam: Paszal 272 diluksanakan paling lambat 14 (empat belas] kari setclah
penpumuman lelang melaiui media masa. : '
Pengummuman lelang sebagaimana dinaksud pada ayal (1) dilaksanakan paling
singkal 14 [empat belas] hari secclah penyttaan.

Pengumuman lelang untuk harang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk
barang tidak bergerak dilakukar. 2 (dua] kali.

Pengumuman Jelang terhadap barang dengan nilal paling banyak Rp.
20.000.000,- fdua puiuh juta Rupiah) tidak harus diumumkan melalui media
masa.

Pazal 34

Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan cleh Wajib
Pajak atau Penanggung Pajak bolum memperoleh keputusan keberatan.

Lelarg tetap dapat dilaksanaksn tanpa dihadin Waph Pujak atau Penangegung
Pajak. _

Lelang Udak dilaksanalen spebila Weajik Fajek slow Penanggung Pajek teleh

melunesi utang pajok dan binva penagihan pajok otou berdasarkan putusan

pengaditan ateu putusan Penpardilan Pajak atau objek lelang musnah,



(1]

(2)

(=]

(L)

) (<€)

{3]

et

(1}

(2]

Eu"‘-t]_:l- =1
TATA CARA PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK
Pazal 35

Wajib  Pajak atau  Penangpung  Pajak  dupat  mengajukan  permohenan
pergrirangan atau keringanan pajak Kepada Bupati melalui Kepala Dinas
Pendanalan.

Permohonan pengurangan atan keringanan pajak harus diajulkan secara tertulis
dengan menggunakan DBahasa [ndonesia dengan paling kurang memuat nama
dan aiamat Wajih Pajok, jenis pajak, bésar pengurangan pajak yang dimohon
dan zlasan vang mendasari diagjukannya permohcnan pengurangan pajak serta
meoiampirkan puka:

. loto copy Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon;

la. fore copy NPWE; dan

, BKFLD atau 5TPD,

Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat [1),
diberikan berdasarkan pertimbangan alau keadean tertentu, scpertt wajil: pajak
mengalami force majeur atau mengalami pailit yang dinyatalkan eleh konsultan

publik.

Pazal 36
Atas permohonan penpurangan atau keringanan pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayzt (2], Kepalas Dinas atau pejabat yang ditunjuk
melaloukan penelitian mengenai berkas permohonan dan kelenpkapannya.
Atas pertimbanpan dan rekamendasi dard pejabar yang dibanjak maka Kepala
Dinas Pendapatan menyampaikan jewaban tentang pemberian pengurangan
atau keringanan pajak.
Atas pertimbangan sebapaimana dimakesud ayac (2), Bupati dapat memberikan
pengurangan dan kerinpanan pajak setingmi-tingginya S0% (lima puhah persen)
dari pokok pajak den memerinichkan Kepala Dinas untuk mengeluakan Surat
Keputusan tentang penguranparn atay keringanan pajalk.

EBEAE w111

TATA CARA FEMBETULAN, FEMBATALAN, PENGURANGAN EETETAPAN DAN

PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINSTRASI
Bapan Kesatu
Pembetulan Ketetapar
Pagal 37

Kepala Dinas atzu pejabal vang ditunjuk karena jabatanmya atau atas
permohunen Weajib Pajak dapat membetulkan BKPD atau STFD yang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan bitung dan/atau kekeliruan
dalam penerapan perhitungannya,

Peloksanooanen pembetulan SRPD ofou STPD otas permeohonan Wapb Fﬂ_]{-Llc
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan Ketentuan sebapgal
berikut :

Coa perrnchonan disjukan kepada Kepala Dinas Popdapatan atau pejabat yang

ditunjuk dalam jangka waktu 4 [empat] bulan setelah surat ketetapan pafak
(e



[1}
(2]

i)

alau STPD diterima,kecuall wpabila Wajib Pajale dapat menunjukan bahwa

jangka “waktu rersebul  tidak  dapat dipenthi  karema  keadasn diluar

keluazaannya,
b terkadap surae ketetapan pajak ataw STFD yang alkan dibetulkan,dilaloulcan

penelitian administrasi alss kesalahan tilis, kesalahan hitung dan atau

kekeliruan dalarn Peraturan Daerah;
. dalam hal hasil penelitian schapaimana dimaksud pada huruf b termyata

terdapat kesalahan Llulis, kosalahan hitung danfatan keelimuan dalatn
penghitungan maks atas SKPD atan STPD dimaksud dilakukan pembetulan
sebagaimana mestinys; ’

d. pembetulan surat ketelapan pajak atau STPD sebagaimana dirnalcsud dalam
huruf ¢ dilakukan dengan menerbitkan  Surat Kepubasan Pembetulan
Ketetapan Pajak atau STPD berupa salinan surat ketetapan pajak dengan
pembetilan; '

¢. terhadap pembetulan SKPD, Kepala Dinas memerintahlan kepada pejabat
vang ditunjuk agar menerbitkan salinan BKPD dengan pembetulan;

f. Surat Keputusan Pembetulan Pajalk atau STPD sebagaimans dimasud hurnil e
dibieri tanda dengan teraan cep pembetulan dan dibubuli paral pejabat yang
ditunjuknya;

g. Surat Keputusan Pembelulan Ketetapan Pajalt atau STPD sebagaimana
dimaksud huruf f harus disempaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 14
[empat belas) hari sejek diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan
Ketetapan Pajak Dacrab atau STPD dimaksud;

h. Surat Keputusan Pembetvlan Ketetapan Pajak atau STPD harus dilunasi
dalam jangka waktu paling lainbar 15 (lima belas) hari sejak diterbitkam;

i. dengan diterbitkannya Surat Keputusen Pembetulan Ketetapan Pajak atau
aTPD maka surat ketelapan pajak atau 3TPD semula dibatalkan dan
disimpan sebagai arsip dalam administrasi perpajakan, -

j. Burat Ketetapan Pajak atau STPD semula sebelum disimpan sehagai arsip
haras diberi tanda silang dan  paraf serta dicantumkan kata-kata
"Dibatalkan®; dan - :

k. Dalam hal permohonan Wajil: Pajak ditolak makn Kepala Dinas Pendapatan
segera menerbitkan Surat Kepulusan Penolakan Pembetulan Burat Ketetapan
Pajak atau STPD.

Bagian Kedua
Penpurangan atau Pembatalan Ketetapan
Pasal 38

Kepala Dinas koarena jabatanhva atau atus permohonan Wajib Pajak dapat
mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajek yang tidak benar,

Ketetapen Pajak schapaimana dimaksud pada avat (1) adalah jumlah polohk
patjnie ditennboli sanksi ndeministeasi herupn hunga, dendda dan atho lermaiknm
nujuke vang tercantum dalom sural Kelelapan gk,

Penguransan dan pembatatan ketetapan pajuk karena jabatan dilakeukan sesuai
permintaan Kepala Dinas atauc atas usulan darl pejabat yang dimnjuknya

berdasarkan perlimbangan kesdilan dan adanys temuan bara,



(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permohonan Wajib

Pajak,dilakukan sebagai berikut:
a. Surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh novum atau fakta baru yang

meyakinkan;

b. Dalam surat permohonan Wajib Pajak harus melampirkan fotocopy dokumen
sebagai berikut :

1. Surat Ketetapan Pajak yang diajukan permohonannya; dan
2. Dokumen yang mendukung diajukannya permohonan.

c. Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, tidak dapat dipertimbangkan dan
berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan

permintaan/usulan karena jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala

Dinas atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembahasan pengurangan atau

pembatalan ketetapan pajak.

Pasal 39

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat
(5), Kepala Dinas memberikan disposisi berupa menerima atau menolak
pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

Atas dasar disposisi Kepala Dinas Pendapatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) pejabat yang ditunjuk memproses penerbitan surat keputusan Kepala

Dinas berupa :

a. Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak;

b. Surat Keputusan Penolakan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan
Pajak.

Atas diterbitkannya surat keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan

pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pejabat yang ditunjuk

segera melakukan;

a. pembatalan surat ketetapan pajak yang lama dengan cara menerbitkan
surat ketetapan pajak yang baru yang telah mengurangkan atau
memperbaiki surat ketetapan pajak yang lama;

b. pemberian tanda silang pada surat ketetapan pajak yang lama dan
selanjutnya diberi catatan bahwa surat ketetapan pajak “dibatalkan”serta
dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan,;

c. memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran paling
lambat 7 (tujuh) hari setelahditerimanya suratketetapan pajak yang baru,
dan .

d. terhadap surat ketatapan pajak yang telah  dibatalkan  scbagaimana
dimaksud pada huruf b, disimpan sebagai arsip pada administrasi
perpajakan.

Atas diterbitkannya surat keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan

ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, maka surat

ketetapan pajak yang telah diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk dikukuhkan
dengan surat keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan
pajak.
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Bagiah Ketiga
Pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi
- Pasal 40

Kepala Dinas Pendapatan atau pejabat yang ditunjuk karena jabatannya atau

atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan

sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang
terutang dalam hal sanksi administrasi tersebut dikenakan karena kekhilafan

Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda,

dan kenaikan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan terhadap :

a. Sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan
keterlambatan pembayaran pada masa pajak; dan

b. Sanksi admnistrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam
surat ketetapan pajak atau STPD.

Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga

dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sebagai berikut :

a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas
Pendapatan dalam hal ini pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling
lambat 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo kecuali apabila Wajib Pajak dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kekuasaannya,;

b. Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus
dicantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan wajib pajak
atau bukan karena kesalahannya, dan melampirkan SSPD atau dokumen
lain yang dipersamakan yang telah diisi dan ditandatangani Wajib Pajak;

c. Atas permohonan yang disetujui, Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk
mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi, bunga atau
denda akibat keterlambatan pembayaran pada masa pajak, dengan cara
menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa
sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan;

d. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 (satu kali
dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan;

e. Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Dinas Pendapatan menugaskan
pejabat yang ditunjuk :

1) Menuliskan catatan keterangan pada sarana pembayaran SSPD atau
dokumen lain yang dipersamakan bahwa sanksi tersebut dikenakan
sebesar 2% (dua pérsen) per bulan untuk kemudian dibubuhi
tandatangan dan nama jelas; dan

2) Menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi bunga tersebut (4)
Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga,
denda dan/atau kenaikan pajak dalamm Surat Ketetapan Pajak atau
STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan sebagai
berikut :

a) Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala
Dinas Pendapatan atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu
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4 (empat) bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh Wajib
© Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa
jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di-luar
kekuasaannya; ‘
b) Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus
mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan :
1. Surat Pernyataan Kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena
kesalahannya,
2. Surat Ketetapan Pajak yang menetapkan adanya kenaikan pajak
terutang. T
Berdasarkan Surat Permohonan dan lampiran yang menyertainya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b, pejabat yang ditunjuk oleh
Kepala Dinas segera melakukan penelitian administrasi tentang kebenaran dan
alasan Wajib Pajak maupun lampirannya.

Pasal 41

Terhadap pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi karena jabatan,
penelitian administrasi dilakukan sesuai permintaan Kepala Dinas atau pejabat
yang ditunjuk.

Dalam hal permohonan memeriukan penefitian dan pembahasan materi lebih
mendalam maka Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk melakukan rapat
koordinasi untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan yang dituangkan
dalam Laporan Hasil Rapat Pembahasan Permohonan Pengurangan atau
Penghapusan Sanksi.

Atas dasar hasil penelitian administrasi, pejabat yang ditunjuk membuat
telaahan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi untuk
selanjutnya mendapat persetujuan Kepala Dinas. -
Dalam hal telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, maka
Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Keputusan
Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai pengganti Surat
Ketetapan Pajak atau STPD semula.

Wajib Pajak melakukan pembayaran paling lambat 7 (tujuh) hari setelah
menerima Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi

Administrasi.

Dalam hal telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disetujui, maka
Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Keputusan
Penolakan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi.

BAB XIV
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING
Bagian Kesatu
Tata Cara Keberatan
Pasal 42

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati dalam hal ini
Kepala Dinas Pendapatan atau pejabat yang ditunjuk, atas suatu :
a. SKPD; dan
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(3)

(1)

(2)

b. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan
perundang- undangan perpajakan daerah yang berlaku.

Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan

membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan

Wajib Pajak.

Satu keberatan hanya dapat diajukan terhadap 1 (satu) jenis pajak dan 1 (satu)

tahun pajak.
Pasal 43

Penyelesaian keberatan atas SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat

(1), dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendapatan.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk beberapa Surat Ketetapan

Pajak dengan objek yang sama, maka penyelesainannya dilaksanakan secara

bersamaan oleh Kepala Dinas.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk surat -ketetapan pajak

yang telah dilakukan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa, maka

penyelesaiannya dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan atau pejabat yang
ditunjuk.

Permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan

sebagai berikut : .

a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
disertai alasan- alasan yang jelas berupa data atau bukti bahwa jumlah
pajak yang terutang atau pajak lebih bayar yang ditetapkan tidak benar;

b. dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara
jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan
pajak tersebut;

c. surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam
hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan
melampirkan surat kuasa;

d. surat permohonan keberatan diajukan untuk satu surat ketetapan pajak
dan untuk satu tahun pajak atau masa pajak dengan melampirkan
fotocopinya; dan

e. permohonan keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3
(tiga) bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali
apabila Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak
dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. '

Pasal 44

Pengajuan keberatan yang tidék memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 43 ayat (4), tidak ianggap sebagai pengajuan keberatan sehingga
tidak dapat dipertimbangkan.

Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi
masih dalun jungka waldtu sebagoaimann dimakaud dalian Pasal 43 ayat (4)

huruf e, Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta Wajib Pajak
untuk melengkapi persyaratan tersebut.
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(3) Bentuk dan isi formulir permohonan pengajuan keberatan pajak tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.
Pasal 45

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan
Pelaksanaanan penagihan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Pasal 46

(1) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat
Keberatan diterima, Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk harus
memberikan keputusan atas keberatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, yang
dituangkan dalam surat keputusan keberatan atau surat keputusan penolakan
keberatan.

(2) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang
terutang.

(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan
Kepala Dinas Pendapatan atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan
Jawaban, maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

(4) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan
permohonan mengangsur pembayaran.

Pasal 47

(1) Dalam hal Surat Permohonan Keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan,
maka Kepala Dinas Pendapatan menugaskan pejabat yang ditunjuknya untuk
melakukan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam Laporan
Pemeriksaan Pajak Daerah. _

(2) Terhadap surat keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan,
Kepala Dinas Pendapatan menugaskan pejabat yang ditunjuknya untuk
menyusun masukan dan pertimbagan atas keberatan Wajib Pajak dan hasilnya
dituangkan dalam laporan hasil koordinasi pembahasan keberatan pajak.

Pasal 48

(1) Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Daerah atau laporan Hasil Koordinasi
Pembahasan Keberatan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Kepala
‘Dinas menugaskan pejabat yang ditunjuknya untuk membuat telaahan atas
pemandangan keberatan pajak.

(2) Berdasarkan telaahan pemandungan keberatan pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pejabat yang ditunjuk membuat petikan Surat Keputusan
Keberatan Pajak untuk kemudian ditandatangani oleh Kepala Dinas.

(3) ‘Kepala Dinas menugaskan pejabat yang ditunjuknya untuk melaporkan petikan
Surat Keputusan Keberatan Pajak kepada Kepala Dinas secara periodik.
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(1)

(2)

Pa.sal 49

Kepala Dinas karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat
membetulkan Surat Keputusan Keberatan Pajak Daerah yang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan
dalam penerapannya.

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas
permohonan Wajib Pajak, harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala
Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima petikan
Keputusan Keberatan dengan memberikan alasan yang jelas.

Kepala Dinas Pendapatan paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan
disampaikan oleh Wajib Pajak harus memberikan keputusan dalam bentuk
Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Penolakan Pembetulan atas

Keputusan Keberatan.

(4) Dalam hal Kepala Dinas tidak memberikan keputusan atas permohonan dalam

(1)

(2)

(1)
(2)

(4)

kurun waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka
permohonan atas pembetulan dianggap dikabulkan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Banding
Pasal 50

Wajib Pajak mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak
atas keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat
yang ditunjuk.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis
dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dengan dilampirkan
salinan dari Surat Keputusan dimaksud.

Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan
Pelaksanaanan penagihan pajak.

Pasal 51

Terhadap 1 (satu) keputusan keberatan, diajukan 1 (satu) surat banding.
Terhadap banding dapat diajukan Surat Pernyataan Pencabutan kepada
Pengadilan Pajak.

Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihapus dari daftar

sengketa dengan : '

a. penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum

~ sidang dilaksanakan; dan :

b. putusan Majelis Hakim/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal
surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan
terbanding.

Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan kembali.
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Pasal 52

Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, banding diajukan
terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, banding hanya dapat diajukan _
apabila jumlah pajak yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima
puluh perseratus).

(1)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Pasal 53

Apabila pengajuan keberatan atau permmohonan banding dikabulkan sebagian
atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga 2% (dua perseratus) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan.

Imbalan bunga dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya

STPD.

BAB XV
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 54

Wajib Pajak dapat mengajukan permohdnan pengembalian atas kelebihan

pembayaran Pajak Daerah kepada Kepala Dinas Pendapatan.

Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

disebabkan adanya kelebihan pembayaran yang telah disetorkan ke Kas

Penerima dan Pembayar berdasarkan :

a. Perhitungan dari Wajib Pajak;

b. Surat Keputusan Keberatan atau Surat Keputusan Pembetulan, Pembatalan
~ dan Pengurangan Ketetapan, dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi

Administrasi;
c. Putusan banding atau putusan peninjauan kembali; dan
d. Kebijakan pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan
pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara

tertulis selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak saat timbulnya kelebihan

pembayaran pajak.

Dalam Surat Permohonan Wajib Pajak harus d11amp1rkan dokumen :

Nama dan Alamat Wajib Pajak;

Nomor Pokok Wajib Pokok Daerah;

Masa Pajak;

Besanya kelebihan pembayaran pajak;

Alasan yang jelas.

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan secara

langsung atau melalui Pos Tercatat. v

Bukti penerimaan oleh Pejabat Dacrah atau bukti pengiriman Pos Tercatat

merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Dinas Pendapatan.

o poop
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(1)

Pésal 55

Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), Kepala Dinas
Pendapatan atau pejabat yang ditunjuk segera mengadakan penelitian atau
pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran pajak dan pemenuhan
kewajiban pembayaran Pajak Daerah oleh Wajib Pajak.

Kepala Dinas Pendapatan atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu
paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak harus memberikan keputusan.
Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk
melunasi utang pajak dimaksud.

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling
lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya STPD.

Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat
waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya STPD maka Kepala Dinas Pendapatan |
atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua
persen) setiap bulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 56
Pengembalian kelebihan pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Membayar

Kelebihan Pajak. _
Apabila kelebihan pembayaran pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang

‘pajak lainnya , maka pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan

dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti.

BAB XVI
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 57

Wajib Pajak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan yang cukup, sesuai
dengan kaidah akuntansi atau pembukuan yang lazim dalam mencatat
penerimaan dan pengeluaran usaha.

Pembukuan dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengelola
Usahanya dan sekaligus membantu petugas Dinas Pendapatan dalam
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha Wajib Pajak guna
mengetahui jumlah peredaran/omzet yang menjadi dasar pengenaan pajak
untuk sctiap masa pajak. . |

Apabila Wajib pajak tidak .dapat menunjukan pembukuan pada saat
pemeriksaan, maka jumlah penjualan terhutang pajak akan ditetapkan secara
jabatan.

Pembukuan, catatan dan bukti pembukuan seperti bill yang berhubungan
dengan usaha Wajib Pajak harus disimpan sclama 5 (lima) tahun.

Tata cara pembukuan dan pelaporan akan ditetapkan kemudian oleh Dinas

Pendapatan.



Pasal 58

(1) Dinas Pendapatan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

(2) Mekanisme dan prosedur pemeriksaan pajak mengacu kepada ketetapan
sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.

(3) Tata cara pemeriksaan pajak dan pelaporan hasil pemeriksaan serta tindak
lanjut Pemeriksaan pajak akan ditetapkap_ kemudian oleh Dinas Pendapatan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 61

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan '
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 3 Jui 2012

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

W ldacq

H. SUKARMIS

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 13 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

H. MUHARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2012 NOMOR

~»OY



